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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR : 03  TAHUN 2005 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BANDUNG 

 

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 

berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan  kehidupan sosial serta 

budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat guna mendukung Visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang 

menjunjung tinggi kedisiplinan akan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, 

maka perlu dilakukan pengaturan; 

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a di atas, maka Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang 

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah  Tingkat II 

Bandung sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, 

sehingga di pandang perlu untuk diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Yogjakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3501); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3480); 
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3699); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara   Nomor 3886); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (Lembaran 

Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara   Nomor 4235); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara   Nomor 4247); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4437); 

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4444); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan 

Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor  34, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor  3358); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 

Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor  3529); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3952); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor  4276); 



 3 

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ancaman/Sanksi Pidana; 

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 tahun 1989 

tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14  Tahun 1998 

tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung; 

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan 

dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; 

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan 

Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan; 

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib 

Pengelolaan Perparkiran; 

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 tahun 2001 tentang pengelolaan 

Kebersihan di Kota Bandung; 

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan 

Pelayanan Air Minum; 

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan 

Pengairan di Kota Bandung; 

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air 

Bawah Tanah; 

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar 

Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang; 

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan 

dan Penanganan Kesejahteraan Sosial; 

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung; 

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana 

Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

Dan  

WALIKOTA BANDUNG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN 

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 

3. Walikota adalah Walikota Bandung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan 

wewenang dari Walikota. 

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

7. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat 

pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun 

seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah. 

8. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai 

kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri. 

9. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan 

adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. 

10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung. 

11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW 

adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah. 
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12. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma 

agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara 

sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah. 

13. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan 

baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. 

14. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, 

pencemaran air dan sampah. 

15. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan 

proporsional. 

16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan 

dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. 

17. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan 

bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

18. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan 

dimasukan ke dalam lingkungan. 

19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan 

kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak 

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan 

dan Keindahan. 

20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-

minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas 

kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum. 

21. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk 

diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila. 

22. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari 

dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas 

jasa serta mengganggu ketertiban umum. 

23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau 

tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban 

umum. 

24. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah 

baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali 

makam. 


